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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.
Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan
Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun

2024 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP adalah untuk
melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan
kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya
kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun
2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan
bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program
dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini
sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta
melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan
penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator

yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP tersebut masih jauh dari
sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan
evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil,

relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wh.

rwakarta, 28 Pebruari 2025

AN Harimah/Budi Anggoro,ST.MT
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19790605 200501 1 013
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektporat@purwakartakab.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSP
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab.Purwakarta untuk Tahun
Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang
disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan
penyempurnaan.

NIP. 19710713 199901 1 001

I P A o N S N B e AP ey
LAPORAN HASIL REVIU LKJIP PADA DPMPTSP KAB.PURWAKARTA TA. 2024 |



‘\t %
DPMPTSP
PURWAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...t i
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....c.iuiiiiiiiiiiiii e ii
DAFTAR TSI .o et vi
Bab . PENDAHULUAN ...ttt 1
1.1. Latar Belakang .......cccovuiuiiiiiiiiiiiiiiiieieee e 1

1.2. Landasan HUKUM .......coooiiiiiiiiiiiiiii e, 3

1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi .........coceoeviiiiiiiiniiiiiininieneens 5

1.4. Aspek Strategis OrganiSasi ......ceoeveveiiiiiiiiiiniiiniiiiiieeeenes 6

1.5. Struktur Organisasi .......coceeviiiiiiiiiiiiiiiieeeea 8

1.6 Sistematika.......coooiiiiiiiiiiiiiii 20

Bab II. PERENCANAAN KINERJA ..o e 23
2.1 Rencana StrategiS.......ccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieens 23

2.2 Perjanjian Kinerja.....c.cocoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiire e 38

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA ...t 42
3.1. Capaian Kinerja Organisasi......c.cocoeeveveiiiiiiiiniininiininennen. 42

3.2. Realisasi ANGZaramn.......couiiuiiiuiieiitiiiieinieineeeieneieeieenanaans 72

Bab IV. PENUTUP e 82
LAMPIRAN oottt 84



\{ |
DPMPTSP
PURWAKARTA

BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar
Instansi Pemerintah melakukan Pelaporan terhadap Pelaksanaan
Anggaran dan Kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk
Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada
tahun Rencana yang didukung oleh Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APB) baik Nasional maupun Daerah. Kewajiban ini merupakan
salah satu bukti tertulis akan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pada Perkembangannya, Amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun
2010-2025 yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya
mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme. di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari
delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan
mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama

sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi
birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan
mindset dan culture set sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem
akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan.

-
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Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas

pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia.
Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik
intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas,
serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang

mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan
publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari
seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban
terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya
adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan
manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu,
masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh
pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan serta

berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di
banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih
menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan
sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan
efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut
menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan

untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu
kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LK]IP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta

Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

-
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Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dengan tujuan sebagai bentuk
pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan

dalam kurun waktu tahun anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purwakarta berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Bupati Purwakarta Provinsi
Jawa Barat Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

-
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114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purwakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 9).

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten

Purwakarta.

-
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. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan
Kinerja;

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang RPD

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai

tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan

tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu; dan

e
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5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2024, adalah

sebagai berikut:

1. Sistem Kerja Setelah Penyederhanaan Birokrasi
Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan
struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem
kerja yang lebih agile (lincah) dan dinamis yang didukung dengan
pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal. Sebagai
pedoman pelaksanaan sistem kerja dan pengelolaan ASN, telah
diterbitkan Peraturan Menteri PANRB No 7 /2022 tentang Sistem Kerja
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan
dilengkapi dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

2. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko / Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

4. Penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik
(SiCANTIK) Cloud dan Gawai Administrasi Perizinan Online (GASPOL),
untuk memproses perizinan yang belum diakomodir dalam OSS RBA.

5. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara dan Gerai
Pelayanan Publik Teras Madukara.

Adanya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
Keberadaan Kabupaten Purwakarta dengan Kota Jakarta, Bandung
dan Cirebon menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai segitiga emas

jalur investasi dan wisata.

-



\{ |
DPMPTSP
PURWAKARTA

8. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih

terbuka lebar.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 adalah :

1. Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Belum Optimal
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah terkait Pelayanan
perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara terpadu yang
dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari
upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga
pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakan
perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam
meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta, sehingga terwujud
komitmen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

2. Pengelolaan Data dan Informasi yang belum dapat dimanfaatkan
secara optimal, data merupakan aspek penting dalam wurusan
penanaman modal yang dapat memberikan dasar pengambilan
keputusan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, pengelolaan
data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penanaman modal

belum dapat dimanfaatkan secara lengkap dan akurat.

3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang belum merata
pada lokasi tujuan investasi terutama pada kawasan-kawasan
industri tertentu.

4. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha perlu didorong
perencanaan percepatan perizinan berusaha secara pentahelix untuk
peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

6. Perkembangan politik nasional dan internasional dapat berimbas
terhadap penurunan realisasi investasi dikarenakan banyak investor

yang menunggu dan selektif dalam menanamkan modalnya.

-
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7. Perlambatan perekonomian dunia dan risiko investasi yang

menyebabkan kenaikan tingkat inflasi di berbagai negara termasuk di
Indonesia sehingga banyak investor belum dapat mengambil keputusan

berinvestasi.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

DPMPTSP mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

b.  Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan

-
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu
pintu, meliputi:
a. Pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas:

1. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan
pelaksanaan  penyusunan  kebijakan dan/atau  peraturan
perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian
fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, serta
penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-
undangan terkait penanaman modal;

2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah
melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman
modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang
penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik;
dan

3. Pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha,
pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan
usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha
yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam

lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

b. Promosi penanaman modal :
1. Perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan
minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
2. Penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan
strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
promosi;
3. Kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi

promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan
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4. Koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi.
c. Pelayanan Penanaman Modal
1. Pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan
nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi
perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi
perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
6. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:
1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; dan
3. Pengawasan penanaman modal.
e. Pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha
dan nonperizinan yang terintegrasi;
f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan
penyediaan fasilitas pada MPP; dan
g. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan;
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2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok Jabatan

Fungsional lainnya.
Perincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi

kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan

kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana dan program kerja di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu,;

2. Penyusunan dan perumusan kebijakan kebijakan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan
penyediaan fasilitas pada MPP;

7. Penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi
kewenangan dinas; dan

8. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas

mempunyai perincian tugas :

1. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan
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data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar

tersusun dokumen = perencanaan = sebagai = pedoman

pelaksanaan tugas;

2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja
DPMPTSP dan petunjuk Bupati sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada
bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar
penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditentukan;

5. Menyusun dan merumuskan kebijakan Daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan penetapan kebijakan kepala daerah;

6. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal agar
tersusun peta potensi investasi sebagai bahan promosi
penanaman modal dalam rangka meningkatkan kemitraan dan
daya saing penanaman modal lingkup daerah;

7. Melaksanakan promosi penanaman modal untuk
menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan
peluang penanaman modal kepada pemangku kepentingan di
dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pameran, media
elektronik, media cetak atau sarana promosi lainnya;

8. Melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan

nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi

kewenangan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan
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yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;

Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui pendekatan berbasis
risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku
usaha/masyarakat;

10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan,
perizinan berusaha dan nonperizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sebagai
bahan informasi dan publikasi;

11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan
penyediaan fasilitas pada MPP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;

12. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas urusan pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

13. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPMPTSP
setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

14. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan
DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
dan hasilnya sesuai target kinerja;

15. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP dengan cara
membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang;

16. Membuat laporan kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan

hasil  evaluasi sebagai bahan  pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas; dan

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
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Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai
tugas menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai Fungsi:

Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP;
Pengelolaan administrasi keuangan,;
Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan administrasi barang milik daerah;

a & e

Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

Pengelolaan administrasi umum,;
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

9. Penyediaan sarana, tempat/ruang dan/atau fasilitas

pelayanan pada mpp dan/atau gerai pelayanan publik Teras

Kecamatan dan/atau Pojok Desa;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat dalam

melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

dengan uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat
berdasarkan rencana strategis dan petunjuk pimpinan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

N 14



\{ |
DPMPTSP
PURWAKARTA

Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja

Sekretariat dan petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada
bawahan sesuai wuraian tugas masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan
penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan
kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

5. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran DPMPTSP
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan
data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar
tersusun dokumen = perencanaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang
meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan
perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
keuangan DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib
administrasi keuangan;

7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian agar terwujud tertib administrasi
kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam
mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;

8. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah

yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan,

pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan,
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pengawasan dan pengendalian, penatausahaan,

pemanfaatan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan

barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi
barang milik daerah;

9. Melaksanakan urusan umum yang meliputi
kerumahtanggaan, fasilitasi kunjungan tamu,
penyelenggaraan  rapat koordinasi dan  konsultasi,
penatausahaan kearsipan, dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan informasi
daerah  pembantu, berdasarkan  kewenangan  dan
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas
berjalan dan berhasil optimal;

10. Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja DPMPTSP berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar terwujud reformasi
birokrasi dan pelayanan publik yang baik, bersih, efektif dan
akuntabel;

11. Menyusun laporan kinerja DPMPTSP sesuai dengan arahan
pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
kinerja DPMPTSP yang telah dilakukan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

12. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat setiap saat untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

13. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
dan hasilnya sesuai target kinerja;

14. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat dengan cara

membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana

yang akan datang;
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15. Membuat laporan kinerja Sekretariat berdasarkan data dan

hasil evaluasi sebagai bahan  pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai

fungsi:

Pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;

N

Pelaksanaan penatausahaan  dan pengujian /verifikasi
keuangan;

Pelaksanaan fungsi akuntansi pada DPMPTSP;

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

o kW

Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan
/semesteran; dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin
Subbagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan dengan uraian tugas:

1. Menetapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan
berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk pimpinan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja

Sekretariat dan petunjuk Sekretaris sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

3.  Membagi dan memberi petunjuk tugas administrasi keuangan
kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi kegiatan
administrasi keuangan berdasarkan kewenangan agar
penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditentukan;

5. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang
Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang
(TU)/Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6. Memeriksa rancangan Surat Perintah Membayar (SPM)
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur
sebagai bahan penetapan;

7. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran beserta kelengkapannya berdasarkan prosedur
dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pengesahan;

8. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP
berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,;

9. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

10. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Subbagian

Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan

dan hasilnya sesuai target kinerja;
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Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan

dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan datang;

12. Membuat laporan kinerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan
data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok JF Perencana, Kelompok JF Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur, dan Kelompok JF Lainnya mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan
daerah.

b. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal
Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Kelompok JF Penata Perizinan
Kelompok JF Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan
penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan
nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

d. Kelompok Jabatan Pelaksana
Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas secara fungsional sesuai dengan literatur
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jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas secara fungsional sesuai dengan literatur
jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JF DAN KELOMPOK
JABATAN PELAKSANA

SUBBAGIAN KEUANGAN

INEEENENERRENNENENEE!

KELOMPOK JF PENATA KELOLA PENANAMAN
MODAL, KELOMPOK JF PENATA PERIZINAN DAN
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Sumber : DPMPTSP, 2025
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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dibuat dengan

1.6. SISTEMATIKA
sistematika yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang

dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan, berisi Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi
Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis (Renstra) organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN
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BAB I1.
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar inline
dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen
perencanaan jangka panjang dan menengah. Dengan pendekatan
perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023
tentang RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman penyusunan
rencana kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan serta
penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Rencana strategis ini memuat visi dan
misi kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran.
Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan
pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan.
Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan
dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:
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MISI :

Misi 1:

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan
Berakhlakul Karimah

Misi 2:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas
Lingkungan Hidup

Misi 3:

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya
Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4:

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan
Wilayah

Misi 5:

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang

Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian
Terhadap Masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka
ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun
waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan adalah merupakan sesuatu
yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik,
realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat

dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai
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oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang

dalam dokumen RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan
Renstra DPMPTSP tahun 2024-2026 pada Misi Ketiga dan Kelima

yaitu:

Misi Ketiga

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian
Masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan
dan Perindustrian.

Strategi:

Membangun Iklim Investasi yang Kondusif dan Berkualitas.
Indikator Tujuan:

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

Misi Kelima

Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan
Akuntabel.

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui
penerapan SPBE.

Strategi:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan
SPBE.

Indikator Tujuan:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat.
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Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

2.1.1. Sasaran Strategis

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diarahkan berdasarkan
sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran strategis merupakan
kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa program yang
akan dilaksanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam urusan
penanaman modal diharapkan mendukung pencapaian sasaran
pembangunan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha
Perdagangan dan Perindustrian” sebagaimana termuat dalam
dokumen RPD Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pertimbangan

sasaran pembangunan daerah, visi-misi serta tujuan, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta mengampu tujuan dan sasaran sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target

Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2024-2026

Wiz Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Strategis Kinerja Satuan
Utama 2024 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6
1. | Meningkatkan | Meningkatnya Nilai Rp. 6,73 7,2 7,7
Pertumbuhan | Pertumbuhan Realisasi Triliun
dan Daya | Investasi dan | PMA dan
Saing Usaha PMDN
Perekonomian | Perdagangan dan
Masyarakat Perindustrian.
2. | Mewujudkan | Meningkatnya Capaian Predikat A A A
Tata Kelola | Akuntabilitas SAKIP
Pemerintahan | Publik dan
yang Baik, | Kepuasan
Bersih, Efektif | Masyarakat
dan terhadap Indeks Predikat | Sangat | Sangat | Sangat
Akuntabel. Penyelenggaraan Kepuasan Baik Baik Baik
Pemerintahan Masyarakat
Daerah melalui
penerapan SPBE.

Sumber : DPMPTSP, 2025.
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2.1.2.Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari
suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
Perumusan Sasaran Program harus menggambarkan hasil (outcome)
dari pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsinya, serta
memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut telah
dijabarkan dalam Cascading, Crosscutting serta Peta Bisnis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta yang menjadi strategi dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Dalam upaya pencapaian tersebut telah ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) serta diselaraskan dengan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan langsung dengan program unit
organisasi dibawah Eselon II yang mendukung Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja
Tahun 2024-2026

. Tahun
No Program, S.asalzan dan .Indlkator Satuan
Kinerja Kunci
2024 | 2025 | 2026
o 2 3 s

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Meningkatnya Iklim penanaman modal sesuai kebutuhan investor

1. Persentase peningkatan investasi di | Persentase 5,6 5,8 6,0
kabupaten/kota

2. Jumlah nilai investasi berskala Triliun 6,73 7,20 7,70
nasional (PMDN/PMA)

3. Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA 730 803 884
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Kenaikan / penurunan Nilai
Realisasi PMDN

Persentase

28,5

29,5

S. Jumlah Kegiatan Promosi Kegiatan 2 2 2
Penanaman Modal Yang
Diselenggarakan

6. Nilai Minat Investasi Berdasarkan Triliun 7,4 7,9 8,4

Lokasi dan Sektor (Triliun)

(Poin)

7. Rasio daya serap tenaga kerja | Persen 18,5 19,0 19,5
(Persen)

8. Persentase Jumlah Perizinan dan | Persen 94,58 95,58 96,58
Non Perizinan Yang diterbitkan
(Persen)

9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin 92,5 93,00 93,50

10. | Persentase PMA dan PMDN Yang | Persen 7,14 8,70 8,70
Dapat Dimonitoring Secara Berkala

11. | Persentase Data dan Informasi Yang | Persen 100% 100% 100%
Dimutakhirkan

12. | Capaian SAKIP Perangkat Daerah Predikat A A A
13. | Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat Sangat | Sangat | Sangat
Baik Baik Baik

Sumber : DPMPTSP, 2025
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2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Untuk mewujudkan sasaran kinerja maka dibuat rencana
aksi tahunan sebagai langkah awal perencanaan dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Rencana Aksi ini memiliki fungsi
yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan, karena
merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi
Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024

merupakan sebuah dokumen rencana yang dipersyaratkan

untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan.
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Tabel 2.3
Rencana Aksi Tahun 2024
Target
Pelaksanaan Per
URUSAN / BIDANG Triwulan
URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR TARGET LANGKAH AKSI ANGGARAN

KEGIATAN/ SUBKEGIATAN o ||

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9
URUSAN PEMERINTAH Nilai Realisasi Investasi PMA dan 6,73 T 1.127.763.509
BIDANG PENANAMAN PMDN
MODAL
Program : Pengembangan 110.116.509
Iklim Penanaman Modal
Kegiatan : Penetapan Jumlah Dokumen Penetapan 2 40.116.509
Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Dokumen
Fasilitas/Insentif Dibidang Dibidang Penanaman Modal yang
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan :Penetapan Jumlah Peraturan 1 1. Penyusunan Perda 20.000.000 N
Kebijakan Daerah Mengenai | Daerah/Provinsi dalam Dokumen Fasilitas/Insentif dan
Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang
Kemudahan Penanaman Penanaman Modal
Modal
Subkegiatan : Rekomendasi | Jumlah rekomendasi kebijakan 1 Rekomendasi sektor Perizinan 20.116.509 N
kebijakan sektor usaha sektor usaha yang regulasinya Kegiatan Berusaha Berbasis Resiko yang
yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Usaha terkena harmonisasi
diharmonisasi terkait Berusaha Berbasis Resiko
Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko
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Kegiatan : Pembuatan Peta Jumlah Dokumen Pembuatan 2 70.000.000
Potensi Investasi Peta Potensi Investasi Dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah (Perda) | 1 Naskah Akademis RUPM 2025- 50.000.000 N
Rencana Umum Penanaman | Rencana Umum Penanaman Dokumen | 2030
Modal Daerah Modal Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Penyusunan Jumlah Dokumen Peta Potensi 1 Penyusunan Peta Potensi 20.000.000 N \ N
Peta Potensi Investasi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen | Investasi berdasarkan sektor
Kabupaten/Kota usaha / Purwakarta Investment
Project Ready To Offer (IPRO)
Program : Promosi 177.500.000
Penanaman Modal
Kegiatan :Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan 2
Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal yang Dokumen
yang Menjadi Kewenangan Menjadi Kewenangan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan | 1 1. Investment Promotion 127.500.000 N N
Kegiatan Promosi Promosi Penanaman Modal Dokumen | 2. Kosmik /Videografi Promosi
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Investasi 3.
Kabupaten/Kota UMK Naik Kelas/Kemitraan
4. Anvesta
Subkegiatan : Penyusunan Jumlah dokumen strategi 1 Tim Peningkatan Investasi 50.000.000 N
Strategi Promosi Promosi Penanaman Modal Dokumen | Daerah
Penanaman Modal Kab/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Program : Pelayanan 135.000.000
Penanaman Modal
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Kegiatan : Pelayanan Jumlah Pelayanan Perizinan dan | 4 Laporan 135.000.000
Perizinan dan Non Non Perizinan Secara Terpadu
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman
Satu Pintu dibidang Modal yang Menjadi Kewenangan
Penanaman Modal yang Daerah Kabupaten/ Kota
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Subkegiatan : Koordinasi Jumlah Kegiatan Koordinasi dan | 5 Koordinasi dan Konsultasi 0
dan Sinkronisasi Penetapan | Sinkronisasi Penentapan Kegiatan dengan OPD, Pemprov dan
Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif Usaha Pemerintah Pusat
Fasilitas/Insentif Daerah yang menjadi Kewenangan

Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Pelaku Usaha yang 600 1. Pelayanan dan pendampingan 85.000.000
Pelayanan Perizinan Mendapatkan Pelayanan Pelaku pelaku usaha dalam pembuatan
Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Usaha perizinan berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis | Sistem Perizinan Berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan
Risiko Terintegrasi secara Berbasis Risiko Terintegrasi Perizinan Berusaha dalam
Elektronik secara Elektronik rangka kemudahan berusaha

bagi pelaku usaha

Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Pelaku Usaha yang 200 Pemberian layanan konsultasi, 20.000.000
dan Pengelolaan Layanan Memperoleh Layanan Konsultasi | Pelaku pendampingan dan
konsultasi perizinan Perizinan Berusaha melalui Usaha Sosialisasi/Diseminasi informasi

berusaha berbasis risiko

Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik

penanaman modal
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Subkegiatan : Pemantauan, | Jumlah Kegiatan Usaha yang 200 Pemantauan, analisis, evaluasi, 30.000.000 | \ \ \
analisis, evaluasi, dan mendapat pemantauan, analisis, Pelaku dan pelaporan pelaku usaha di
pelaporan di bidang evaluasi, dan pelaporan di bidang | Usaha bidang perizinan berusaha
perizinan berusaha berbasis | perizinan berusaha berbasis berbasis risiko
risiko risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan
Usaha Dari Pelaku Usaha
Program : Pengendalian 585.147.000
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Kegiatan : Pengendalian Jumlah Dokumen Pengendalian 3 585.147.000
Pelaksanaan Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal Dokumen
Modal yang Menjadi yang Menjadi Kewenangan
Kewenangan Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Penyelesaian Jumlah Penyelesaian 22 1. Penyelesaian Permasalahan 87.771.000 N
Permasalahan dan Permasalahan dan Hambatan Kegiatan dan Hambatan
Hambatan yang dihadapi yang dihadapi Pelaku Usaha Usaha 2. Forum Penyelesaian Masalah
Pelaku Usaha dalam dalam merealisasikan Kegiatan dan Hambatan 3.
merealisasikan Kegiatan Usahanya Fasilitasi Penyelesaian Masalah
Usahanya dan Hambatan
Subkegiatan : Bimbingan Jumlah Pelaku Usaha yang 351 Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 321.832.000 N v
Teknis kepada Pelaku Mengikuti Bimbingan Teknis/ Pelaku Implementasi Perizinan
Usaha Sosialisasi Implementasi Usaha Berusaha Berbasis Risiko dan

Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (BESTIE LKPM)

31



‘e

I Q\ %
DPMPTSP
PURWAKARTA

Subkegiatan : Pengawasan Jumlah Kegiatan Usaha dari 12 1. Inspeksi Lapangan 175.544.000
Penanaman Modal Pelaku Usaha yang Telah Kegiatan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Dianalisa dan Diverifikasi Data, Usaha Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Profil dan Informasi Kegiatan 3. Pengawasan terintegrasi,
Usaha dari Pelaku Dilakukan Penganugerahan Perusahaan
Inspeksi Lapangan ; serta yang mematuhi pelaksanaan
DIlakukan Evaluasi Penilaian perizinan berusaha
Kepatuhan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha
Program : Pengelolaan Data 120.000.000
Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Kegiatan : Pengelolaan Data | Jumlah Pengelolaan Data dan 1 120.000.000
dan Informasi Perizinan dan | Informasi Perizinan dan Non Dokumen
Non Perizinan yang Perizinan yang Terintegrasi pada
Terintegrasi pada Tingkat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan : Pengolahan, Jumlah Data dan Informasi 3 1. Pengembangan aplikasi Gaspol 120.000.000
Penyajian dan Pemanfaatan | Perizinan dan Non Perizinan Dokumen | dan Pengembangan MPP Digital
Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan 2. SILAPAK PRESTASI
Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi 3. Pengolahan data, evaluasi dan
Perizinan Berbasis Sistem Secara Elektronik yang Diolah, pelaporan perizinan penanaman
Pelayanan Perizinan Dikaji dan Dimanfaatkan modal (RB ZI, Evaluasi Kinerja
Berusaha Terintegrasi PTSP, MPP)
Secara Elektronik
Program : Penunjang Capaian SAKIP Perangkat A, Sangat 13.108.837.852
Urusan Pemerintahan Daerah, Indeks Kepuasan Baik

Daerah Kabupaten/Kota

Masyarakat
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Kegiatan : Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 3 43.334.000
Penganggaran, dan Evaluasi | Penganggaran dan Evaluasi Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : Penyusunan Tersusunnya Dokumen 5 5 Dokumen (DPA, RKA, DPPA, 15.017.000 | N R
Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen | Perubahan RKA, Renja 2025,
Perangkat Daerah Perubahan Renja 2024)
Subkegiatan : Koordinasi Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 1 1 Dokumen LKIP 8.141.000 |
dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen
Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Subkegiatan : Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 5§ 5 Dokumen (LPPD, LKPJ, 20.176.000 | N \ N
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen | Laporan Evaluasi Kepatuhan
Pelayanan Publik, Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Program
Kegiatan, Laporan Evaluasi PTSP
dan PPB)
Kegiatan : Administrasi Jumlah Laporan Administrasi 3 Laporan 7.512.754.415
Keuangan Perangkat Daerah | Keuangan Perangkat Daerah
Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima 58 Orang Jumlah Orang yang Menerima 7.492.759.615 | N \ N
Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN / Bulan Gaji dan Tunjangan ASN
Subkegiatan : Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 laporan 1 Laporan Keuangan Akhir 9.993.900 |

dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

33



‘e

I Q\ %
DPMPTSP
PURWAKARTA

Subkegiatan : Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan 3 laporan 3 Laporan Keuangan Bulanan/ 10.000.900 | \ \ \
dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan dan Laporan Koordinasi
Triwulanan/ Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD
Kegiatan : Administrasi Jumlah Kegiatan Pengadaan 1 20.000.000
Barang Milik Daerah Pada Barang Milik Daerah Dalam Kegiatan
Perangkat Daerah Rangka Peningkatan Kualitas
Pelayanan dan Kinerja Dinas
Yang Dilaksanakan
Subkegiatan : Rekonsiliasi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan | 12 12 Laporan Rekonsiliasi dan 20.000.000 | N N N
dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Laporan Penyusunan Laporan Barang
Barang Milik Daerah pada Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
SKPD
Kegiatan : Administrasi Jumlah Pemenuhan Kegiatan 2 207.500.000
Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Yang Kegiatan
Daerah Dilaksanakan
Subkegiatan : Pengadaan Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1Paket Pakaian Dinas beserta 65.000.000 N
Pakaian Dinas beserta beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
Atrbut Kelengkapannya
Subkegiatan : Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan 85 Orang 85 Pegawai Berdasarkan Tugas 142.500.000 | N \ N
dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang dan Fungsi yang Mengikuti
Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi Pelatihan
Kegiatan : Administrasi Jumlah Kegiatan Dalam Rangka 8 696.129.303
Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Pelayanan Kegiatan

Administrasi Umum Yang
Diberikan
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Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket Komponen Instalasi 50.000.000
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kantor yang Disediakan
Bangunan Kantor Disediakan
Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 1 Paket Penyediaan Peralatan 30.500.000
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Rumah Tangga
Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik 10 Paket 10 Paket Bahan Logistik Kantor 270.625.303
Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan yang

Disediakan
Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan 20 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan 125.004.000
Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang dan Penggandaan
Penggandaan Disediakan yang Disediakan
Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 5 Paket 5 Dokumen Bahan Bacaan dan 5.000.000
Bahan Bacaan dan dan Peraturan Perundang- Peraturan
Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Perundang-Undangan yang
undangan Disediakan
Subkegiatan : Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 2 Laporan | 2 Laporan 20.000.000
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Subkegiatan : Jumlah Laporan 200 200 Laporan koordinasi dan 170.000.000
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Laporan konesultasi
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Subkegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan | 1 Jumlah Dokumen Penatausahaan 25.000.000
Penatausahaan Arsip Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen | Arsip
Dinamis pada SKPD
Kegiatan : Pengadaan Jumlah Kegiatan Pengadaan 2 851.000.000
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : Pengadaan Jumlah Paket Mebel Yang 10 Unit 10 Paket Mebel yang Disediakan 51.000.000

Mebel

Disediakan
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Subkegiatan : Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan 10 Unit 3 Paket Pengadaan Peralatan dan 800.000.000
Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya Yang Disediakan Mesin Lainnya untuk DPMPTSP,

Lainnya MPP dan Teras

Kegiatan : Penyediaan Jumlah Kegiatan Penyediaan 3 3.053.160.134
Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang/Operasional Kegiatan

Pemerintahan Daerah Dinas Yang Dilaksanakan

Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Penyediaan Jasa Surat 10.000.000
Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Laporan Menyurat

Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan Penyediaan Jasa 600.000.070
Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air

Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan dan Listrik yang Disediakan

Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan 40 Laporan Penyediaan Jasa 2.443.160.064
Jasa Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan Pelayanan Umum Kantor yang

Kantor yang Disediakan Disediakan

Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Barang 5 724.960.000
Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Kegiatan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah

Subkegiatan : Penyediaan Jumlah Kendaraan Perorangan 20 Unit Laporan Penyediaan Jasa 110.000.000
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Pelayanan Umum Kantor yang

Pemeliharaan, dan Pajak Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan

Kendaraan Perorangan dibayarkan Pajaknya

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Subkegiatan : Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit Laporan Mebel yang Dipelihara 20.000.000
Pemeliharaan Mebel

Subkegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin 465 Unit Laporan Peralatan dan Mesin 95.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan | Lainnya yang Dipelihara Lainnya yang Dipelihara

Mesin Lainnya
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Subkegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit laporan 400.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Bangunan Lainnya Lainnya

Subkegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit laporan 99.960.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : DPMPTSP, 2025
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Perjanjian kinerja (PK) sesuai Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 adalah

PERJANJIAN KINERJA

dokumen kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga
pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai. Perjanjian
kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penetapan kinerja juga
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat
daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab
kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan
dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(1) () (3) (4) (5)
1 Meningkatnya Pertumbuhan | Nilai Realisasi Rp. 8 Triliun
Investasi dan Usaha | Investasi PMA dan (Triliun)
Perdagangan dan | PMDN
Perindustrian.
2 Meningkatnya Akuntabilitas | Capaian SAKIP Predikat AA
Publik dan Kepuasan
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
(2) (3) (4) (5)
Masyarakat terhadap | Indeks Kepuasan Predikat Sangat
Penyelenggaraan Masyarakat Baik
Pemerintahan Daerah
melalui penerapan SPBE.

Sumber : DPMPTSP, 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, serta untuk mewujudkan
kesinambungan kinerja setiap tahunnya, penetapan sasaran kinerja
urusan penanaman modal dengan target kinerja Nilai Realisasi Investasi
PMA dan PMDN ditetapkan sebesar 8 Triliun, hal ini berdasarkan kepada
analisa pencapaian riil tahun sebelumnya. Jika melihat capaian tahun
2023 sebesar 14,88 T, maka penetapan target tidak mungkin mengacu
kepada hasil capaian tersebut dikarenakan pencapaian ini setelah
dianalisa terdapat realisasi Proyek Strategis Nasional yang merupakan data
anomali dari data investasi PMA dan PMDN. Realisasi Proyek Strategis
Nasional (Proyek Kereta Api Cepat, Tol Japek II dan Solar Cell) mencapai
Rp. 6,68 T, sehingga ditetapkan target sebesar Rp. 8 T.

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan

No. Program Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
(1) (2) 3) (4) ()
1. | Program Pengembangan | Persentase 5,6 110.116.509

Iklim Penanaman Modal | peningkatan
investasi di
kabupaten/kota
(Persentase)

Jumlah nilai 6,73
investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
(Triliun)
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Program Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

(1)

(2)

3)

(4)

()

Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)

730

Kenaikan /
penurunan Nilai
Realisasi PMDN
(Persentase)

28,5

Program Promosi

Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan
Promosi
Penanaman Modal
Yang

Diselenggarakan

Nilai Minat
Investasi
Berdasarkan
Lokasi dan Sektor

(Triliun)

7,4

177.500.000

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Rasio daya serap
tenaga kerja

(Persen)

18,5

Persentase Jumlah
Perizinan dan Non
Perizinan

diterbitkan

Yang

(Persen)

94,58

Nilai Indeks
Kepuasan

Masyarakat (Poin)

92,5

135.000.000

Program Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Persentase PMA
dan PMDN Yang
Dapat Dimonitoring

Secara Berkala

7,14%

585.147.000

Program Pengelolaan
Data Dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

Persentase Data
dan Informasi Yang

Dimutakhirkan

100%

120.000.000
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Program Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
(1) (2) 3) (4) )
6. | Program Penunjang | Capaian SAKIP AA 13.108.837.852

Urusan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah

Jumlah

14.236.601.361

Sumber : DPMPTSP, 2025
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BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang
telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim
Penyusun LKjIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2024 melalui pengumpulan
data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan
dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian
No. Kinerja
Realisasi Kinerja
1. 91<100 Sangat Tinggi
2. 76<90 Tinggi
3. 66<75 Sedang
4. 51<65 Rendah
5. <50 Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :
1. Data internal, berasal dari data dan sistem informasi yang

ditetapkan pada instansi;
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Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun

data sekunder seperti data realisasi investasi merupakan data
integral dengan Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP
Provinsi Jawa Barat.
Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja
yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi
pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi
pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya

dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri
dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara
terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan,
efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan
pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat
diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka
mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini
terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi
dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini DPMPTSP
melakukan pengukuran dan survey sendiri guna mendapatkan data
mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani,
dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana

pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Output Tim Kerja yang merupakan tingkat pencapaian target
(rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator
kinerja sasaran,;

2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan
tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-
masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana

dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan

evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut
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atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator

kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka
mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun

2024-2026.

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten
Purwakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,
dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi
keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja
utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2024

menunjukan hasil sebagai berikut:
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Sasaran Indikator Capaian
No Target Realisasi Kategori Sumber
Strategis Kinerja %
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. | Meningkatnya Nilai Rp. 8,00 Rp. 8,13 101,62 Melampaui Data
Pertumbuhan Realisasi (Triliun) (Triliun) Realisasi
Investasi dan PMA dan Investasi
Usaha PMDN DPMPTSP
Perdagangan Provinsi Jawa
dan Barat
Perindustrian.

2. | Meningkatnya Capaian AA Predikat -- -- --
Akuntabilitas SAKIP
Publik dan
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Penyelenggaraan Indeks Sangat Sangat Sangat Sangat Survey
Pemerintahan Kepuasan Baik Baik Baik Tinggi Kepuasan
Daerah melalui | Masyarakat Masyarakat
penerapan
SPBE.

Sumber : DPMPTSP, 2025
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BT
Urusa: (LerestRinesadan Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian (LingkatiCapatan ]
N e . . Anggaran Perubahan . . . N . . . N . . Kinerja dan Predikat Kinerja Tahun
Sasaran Kode Py taha Kinerja gr Satuan Tahun Berjalan/ Kinerja RKPD Tahun Kinerja RKPD Tahun Kinerja RKPD Tahun Kinerja RKPD Tahun |Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran 2024
n dan (outcome) Evaluasi (2024) 2024 (TRIWULAN I) 2024 (TRIWULAN II) 2024 (TRIWULAN III) 2024 (TRIWULAN IV) RKPD (2024) RKPD Tahun 2024
Program Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.18.0.00.0.00.01.000 [DINAS PENANAMAN MODAL DAN Rp. 8 14.328.811.989 1,68 2.676.076.374] 3,1 6.350.358.801 6,88 10.335.702.100| 8,13 13.510.558.134| 8,13 (13.510.558.134 SANGAT TINGGI
() PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Triliun)
2,18 BIDANG PENANAMAN MODAL 14.328.811.989 2.676.076.374| 6.350.358.801 10.335.702.100 13.510.558.134 13.510.558.134 94,29%
Sasaran 14 : Meningkatnya 02.18.01 Program : F Urusan P rintah 13.286.778.630 2.676.076.374| 6.165.568.171 9.778.758.740 12.567.703.674 12.567.703.674 94,59%
Akuntabilitas Publik dan Daerah Kabupaten/Kota
Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah melalui
p SPBE
Capaian SAKIP Perangkat Predikat A AA AA AA AA AA 125,00% 125,00% MELAMPAUI
Daerah
Sasaran 7 : Meningkatnya 02.18.02 Program : b Iklim 146.333.259 0| 102.911.250 115.975.200 124.074.000 124.074.000 -128,32%| 84,79% |-21,77% SANGAT RENDAH
Pertumbuhan Investasi dan Modal
Usaha Perdagangan dan
Persentase peningkatan Persen 56 -48,89 -65,47 -565,41 -45,32 -45,32 -809,29% SANGAT RENDAH
investasi di kabupaten/kota
Jumlah nilai investasi Rp. 6,73 1,68 3,1 6,88 8,13 8,13 120,80% MELAMPAUI
berskala nasional (Triliun)
(PMDN/PMA)
Jumlah investor berskala Investor 730 110 240 342 413 413 56,58% SANGAT RENDAH
nasional (PMDN/PMA)
Kenaikan / penurunan Persen 28,5 10 20 75 33,81 33,81 118,63% MELAMPAUI
Nilai Realisasi PMDN
(milyar rupiah)
Sasaran 7 : Meningkatnya 02.18.03 Program : Promosi Penanaman Modal 32.696.000 0| 1.452.000 1.452.000 29.539.600 29.539.600 284,46%| 90,35% |187,40% MELAMPAUI
Pertumbuhan Investasi dan
Usaha Perdagangan dan
Jumlah Kegiatan Promosi Kegiatan 2 0 [ 2 2 2 100,00% SANGATTINGGI
Penanaman Modal Yang
Diselenggarakan
Nilai Minat Investasi Rp. 7,4 6,3 12 18,1 34,7 34,7 468,92% MELAMPAUI
Berdasarkan Lokasi dan
Sektor (Trilyun)
Sasaran 7 : Meningkatnya 02.18.04 Program : Pelayanan Penanaman Modal 135.000.000 0 15.177.380 41.706.830 119.257.530 119.257.530 131,12%| 88,34% |109,73% MELAMPAUI
Pertumbuhan Investasi dan
Usaha Perdagangan dan
Rasio daya serap tenaga Persen 18,5 9 12 15 34,5 34,5 186,49% TINGGI
kerja
Persentase Jumlah Persen 94,58 100 100 100 97 97 102,56% MELAMPAUI
Perizinan dan Non
Perizinan Yang diterbitkan
Nilai Indeks Kepuasan Poin 92,5 97,96 96,05 97,38 96,5 96,5 104,32% MELAMPAUI
Masyarakat
Sasaran 7 : Meningkatnya 02.18.05 Program : Pengendalian Pelaksanaan 585.147.000| 0 13.443.000 271.343.730 527.593.730 527.593.730 112,04%| 90,16% |101,10% MELAMPAUI
Pertumbuhan Investasi dan Penanaman Modal
Usaha Perdagangan dan
Persentase PMA dan PMDN Persen 7,14 3 5 6 8 8 112,04% MELAMPAUI
'Yang Dapat Dimonitoring
Secara Berkala
Sasaran 7 : Meningkatnya 02.18.06 Program : Pengelolaan Data Dan Sistem 142.857.100 0 51.807.000 126.465.600 142.389.600 142.389.600 100,00%| 99,67% | 99,84% SANGAT TINGGI
Pertumbuhan Investasi dan Informasi Penanaman Modal
Usaha Perdagangan dan
Persentase Data dan Persen 100 25 50 75 100 100 100,00% SANGATTINGGI
Informasi Yang
Dimutakhirkan

Sumber : DPMPTSP. 2025
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purwakarta melakukan pengukuran kinerja secara periodik untuk capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) secara triwulan/semester/tahunan. Tim
Kerja Perencanaan adalah pihak yang melaksanakan pengumpulan data
kinerja dengan melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran hingga
pelaporan secara berkala. Pengumpulan data dilaksanakan berjenjang dari
pelaksana, Ketua Tim untuk kemudian dilaksanakan penilaian oleh penilai
kinerja. Ketua Tim bertugas untuk mengumpulkan data kinerja yang
disimpan di layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang
dikembangkan oleh Google, untuk selanjutnya dapat terintegrasi dengan
sistem aplikasi penilaian kinerja yang dikembangkan oleh Badan
Kepegawaian Negara (e-Kinerja). Data kinerja tersebut kemudian dianalisis
ketercapaiannya terhadap target yang telah ditetapkan. Tujuan
pelaksanaan analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada setiap sasaran
strategis adalah memaparkan realisasi indikator kinerja utama,
problematika dan kendala yang dihadapi serta upaya pemulihan yang
dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Lebih lanjut dalam pencapaian tujuan strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu tersebut, pengukuran kenaikan atau penurunan
capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan
dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan

capaian kinerja tahun 2023, data tersebut dirinci sebagai berikut:
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Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024
No. | Indikator Tahun 2023 Tahun 2024

Kinerja Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 | Nilai 6,25 14,88 238% 8,00 8,13 101,62
Realisasi
PMA dan
PMDN

2 Capaian A AA 125 AA N/A N/A
SAKIP

3 | Indeks 82,5 91,06 110,33 | 92,5 96,5 104,32
Kepuasan
Masyarakat

Sumber : DPMPTSP, 2025

Tahun 2024 terdapat penurunan persentase capaian investasi,
berdasarkan hasil analisa data realisasi investasi tahun 2023, hal ini
dikarenakan pada tahun 2023 terdapat data realisasi investasi dari
beberapa perusahaan yang masuk dalam Program Prioritas Nasional (PSN),
sebesar Rp. 6.684.217.118.048 atau 45% dari capaian tahun 2023 sebesar
Rp. 14.883.013.766.680, rincian PSN tersebut yaitu :

1. PT. Kereta Cepat Indonesia China Rp. 3.392.276.218.255

2. PT. PJB Masdar Solar Energi Rp. 592.832.599.793
3. PT. Jasa Marga Japek Selatan Rp. 2.699.108.300.000
Jumlah Rp. 6.684.217.118.048

Sedangkan perbandingan capaian urusan penanaman modal dengan
indikator peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN maka hasil

pencapaian kinerja pada Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
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Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024

No Jenis Fasilitasi Investasi 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 5 [§] 5 3] [§]
I. |Target Nilai Investasi (RPJMD) 60.000.000.000.000 ©5.000.000.000.000 70.000.000.000.000 75.000.000.000.000 93.320.000.000.000
Il.  |Realisasi Investasi
PMA(Rp ) 60.640.107.962.208 62.838.499.733.628 68.542.559.443.077 76.140.613.609.757 79.448.453.871.306
PMDN (Rp ) 9.126.934.600.000 11.658.718.600.000 14.292.434.200.000 21.577.393.800.000 26.399.249.461.877
Jumlah 69.767.042.562.208 74.497.218.333.628 82.834.993.643.077 97.718.007.409.757 105.847.703.333.183
% Capaian RPJMD 116,28% 114,61% 118,34% 130,29% 113,42%
Laju Pertumbuhan (%) 11,12% 6,78% 11,19% 17,97% 8,32%
PMA( Rp ) 3.690.863.702.733 2.198.391.771.420 5.704.059.709.449 7.598.054.166.680 3.307.840.261.549
PMDN (Rp ) 3.2091.093.200.000 2.531.784.000.000 2.633.715.600.000 7.284.959.600.000 4.821.855.661.877
Realisasi Tahun n 6.981.956.902.733 4.730.175.771.420 8.337.775.309.449 14.883.013.766.680 8.129.695.923.426
Target RPIJMD N/A N/A 5.000.000.000.000 5.000.000.000.000 6.730.000.000.000
%Capaian 166,76% 297,66% 120,80%
. |jumlah Perusahaan
PMA 124 113 497 825 a2
PMDN 62 86 605 1.540 201
Jumlah 186 199 1.102 2.365 293
V. [Jumlah Tenaga Kerja
PMA( Orang ) 3.843 2111 15.013 5.586 80
PMDHN { Orang ) 398 1.211 5.508 2.860 10.175
Jumlah 4.241 3.322 20.521 8.446 10.255

Sumber : DPMPTSP, 2025.
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3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target yang harus
dicapai pada tahun akhir Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun
2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Indikator Capaian Target Akhir Tingkat
Tujuan / Sasaran
Kinerja Utama RPD Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya Nilai Realisasi 8,13 7,70 105,19
Pertumbuhan PMA dan PMDN
Investasi dan
Usaha
Perdagangan dan
Perindustrian.
Meningkatnya Capaian SAKIP N/A A N/A
Akuntabilitas
Publik dan
Kepuasan
Masyarakat
terhadap Indeks Sangat Baik Sangat Baik 100
Penyelenggaraan Kepuasan
Pemerintahan
M k
Daerah melalui asyarakat
penerapan SPBE.

Sumber : DPMPTSP, 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024, capaian IKU
kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah berhasil mencapai target akhir
yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi dan
Instansi Sejenis

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam

Laporan Kinerja Instansi adalah membandingkan realisasi tahun berjalan

dengan standar nasional dan Provinsi. Data perbandingan yang dapat

disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dengan standar

Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
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Perbandingan Realisasi Investasi di Jawa Barat

REALISASI INVESTAS| PMA, PMDN, DAN TOTAL PMA & PMDN DI JAWA BARAT 11 | Kab Bandung Barat 3.304 3.808.921 956,582 155
MENURUT KABUPATEN/KOTA, PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024

e 12 | Kab Sumedang 1.913 3.796.009.862.947 1,51
I=I 13 | Kab Majalengka 1.553 3.505.729.858.199 143
5 — 14 | Kab Cirebon 5472 3.116.260.557.562 1,24

£ KAB/KOTA Lkpy | Jumiah Investasi (Rp.)] Rasio (%) 15 | Kab Cianjur 1.838 2.830.542.931.119 1,13

e 16 | Kab Garut 2.407 2.393.361.336.788 0,95
. 1 1 71 17 | Kota Bogor 4.960 1.975.787.979.023 0,79
1 Kab Bekasi 31.026 71.833.362.087.052 28,60 18 | Kab Indramayu 1.419 1.512.222 543.960 0,60

2 | Kab Karawang 9.652 68.547.701.341.355 27,29 19 | Kota Cimahi 2434 1.002.950.960.341 0,40

3 | Kab Bogor 19.781 22.907.559.426.827 9.12 20 | Kota Cirebon 2.552 983.290.301.701 0,39

4 | Kota Bekasi 20.912 13.708.107.364.170 5,46 21 | Kab Kuningan 458 493.309.824.806 0,20

5 | Kota bandung 20.060 10.790.883.418.442 4,30 22 | Kota Tasikmalaya 1.419 428.041.375.235 0,17

6 | Kab Subang 2.219 9.765.851.511.049 3,89 23 | Kab. Pangandaran 488 249.924.709.692 0,10

J__] Kab Bandung L1o1 8.982.194.802.741 358 24 | Kab Tasikmalaya 625 228.279.756.931 0,09

8 Kab Purwakarta 3.181 8.129.695.923.426 3,24 25 | Kota Sukabumi 916 169.102.777.133 0,07

9 Kota Depok 8.757 5.506.652.894.253 2,19 26 | Kab Ciamis 422 132.281.187.053 0,05

10 | Kab Sukabumi 2.722 4.068.425.129.607 1,62 27 | Kota Banjar 337 90.596.058.667 0,04

Sumber : Laporan Realisasi Investasi Tahun 2024 DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
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Grafik. 1.1

Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi Tahun 2024
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Sumber : Laporan Realisasi Investasi Tahun 2024, BKPM RI.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan antara target
dengan realisasi investasi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten
Purwakarta pada Tahun 2024. Target Investasi Nasional sebesar Rp.
1.650 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1.714 Triliun, sedangkan
Target Investasi Provinsi sebesar Rp. 183 Triliun dengan realisasi
sebesar Rp. 251,14 T. Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi
realisasi investasi sebesar 0,47% bagi realisasi investasi nasional dan

sebesar 3,2% bagi realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat.

Hasil capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2024 secara keseluruhan telah
melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil tersebut dapat dicapai
dengan adanya komitmen dari Pimpinan dan jajaran pegawai di
DPMPTSP yang dibuktikan dengan DPMPTSP menerima beberapa
penghargaan di tahun 2024.

3.1.5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan
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Tingkat capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa

'

faktor, baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap

tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja

dari sasaran bisa disebabkan oleh program atau kegiatan. Secara rinci

penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran dapat

diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Kinerja

DPMPTSP Tahun 2024

Analisis
Tujuan/ Indikator Solusi Yang
No Target | Realisasi | Capaian | Keberhasilan/
Sasaran Kinerja Dilakukan
% Kegagalan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Meningkatnya Nilai 8 8,13 101,62 | Pengawasan Memberikan
Pertumbuhan Realisasi yang intensif kemudahan
Investasi dan Investasi terhadap dengan
Usaha PMA dan pelaku usaha pengawalan dan
Perdagangan dan PMDN memberikan monitoring
Perindustrian. (Triliun) dampak kepada pelaku
kepatuhan usaha dalam
pelaporan pelaporan
kegiatan kegiatan
penanaman penanaman
modal modal berupa
sehingga data | pendampingan
realisasi implementasi
investasi OSS RBA dan
dapat terekap Laporan LKPM :
dengan baik Penganugeraha
n pada
ANVESTA,
Forum
Penyelesaian
Masalah dan
Pelaksanaan
Bimtek Pelaku
Usaha
2. | Meningkatnya Capaian AA N/A Unaudit | Monitoring Pengawasan
Akuntabilitas SAKIP ed dan evaluasi pimpinan dan
Publik dan yang pengukuran
Kepuasan Indeks Sangat Sangat dilaksanakan secara periodik
Masyarakat Kepuasan Baik Baik 100 secara terus
terhadap Masyarakat menerus
Penyelenggaraan terhadap
Pemerintahan capaian
Daerah melalui indikator serta
penerapan SPBE tindak lanjut
hasil evaluasi
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Adapun efisiensi pengelolaan anggaran berarti penggunaan sumber

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat
ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan
anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta
meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan
anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik
menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan
ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan
anggaran adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan anggaran di lapangan. Evaluasi ini meliputi
pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai
oleh APBD. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-
program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada
program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang
signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN
juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi
yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi,
meningkatkan kecepatan, akurasi pengumpulan dan pengolahan
data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
anggaran, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik
antara perencana, kasubag keuangan dan pelaksana kegiatan.
Penting untuk dicatat bahwa efektivitas dan efisiensi APBN
bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara,
melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan
yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih luas.
Perencanaan yang matang, partisipasi publik, evaluasi berkala,
penerapan teknologi informasi dan koordinasi yang baik menjadi
beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan demikian,

i :
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pengelolaan anggaran yang baik akan mampu menciptakan

perekonomian yang stabil, pembangunan yang berkelanjutan, serta
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Langkah - langkah
dalam mengukur efisiensi adalah sebagai berikut:
1. Pengukuran Efisiensi Anggaran
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor.
214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian negara/Lembaga, pada pasal 39 Nilai Kinerja
Anggaran dilakukan pengukuran efisiensi dengan
membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian
pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi
anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu
anggaran keluaran dengan capaian keluaran, dijabarkan
dengan rumus berikut ini:
> ni=1((PAKi x CKi) — RAKi)

E = x 100%
yn;_1 (PAKi x CKi)

Keterangan :
E : Efisiensi
PAKi :Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran Keluaran i
CKi : Capaian Keluaran i
2. Melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala
nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan

rumus sebagai berikut:

-~

NE = 50% + (55 X 50)

NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi.

i .



e

t\ N
‘ DPMPTSP
PURWAKARTA

Menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai

efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan
sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%,
pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih
dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup
efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan
anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah
50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.
4. Menganalisis dan membahas hasil perhitungan efisiensi dan

tingkat efisiensi anggaran.

Dari langkah-langkah tersebut akan didapatkan data efisiensi

anggaran sesuai pada tabel berikut ini:

i .
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Tabel 3.8

No

Program

Mendukung
Keluaran pada
Sasaran
Strategis

Anggaran

Realisasi

Persentase
Realisasi
Anggaran

Capaian
Keluaran

Efisiensi
(E)

Nilai
Efisiensi
(NE)

Kategori

Program
Pengembangan
Iklim
Penanaman
Modal

Program
Promosi
Penanaman
Modal

Program
Pelayanan
Penanaman
Modal

Program
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

Program
Pengelolaan
Data dan
Sistem
Informasi
Penanaman
Modal

Meningkatnya
Pertumbuhan
Investasi dan
Usaha
Perdagangan
dan
Perindustrian.

1.042.033.359

942.854.460

90,48

95,26

92,9

74,75

Cukup
Efisien
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Mendukung

Keluaran pada Persentase | Capaian Efisiensi N
Program Anggaran Realisasi vt Efisiensi Kategori
No Sasaran Realisasi | Keluaran (E)
. (NE)
Strategis Anggaran
6 | Program Meningkatnya 13.286.778.630 | 12.567.669.674 94,59 100 9,9 74,75 Cukup
Penunjang Akuntabilitas Efisien
Urusan Publik dan
Pemerintah Kepuasan
Daerah Masyarakat
terhadap
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Daerah melalui
penerapan SPBE

Berdasarkan Tabel 3.7 diperoleh bahwa capaian keluaran kegiatan, efisiensi, dan nilai efisiensi masing-masing

keluaran cukup identik. Nilai efisiensi terhadap program kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya

Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian dengan nilai efisiensi 74,75 kategori “cukup efisien”

begitu pula terhadap program kegiatan yang mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE dengan nilai efisiensi 74,75

kategori “cukup efisien’ dengan realisasi anggaran masing-masing 90,48% dan 94,59%.
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program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Analisis tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk

kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 yaitu sebagai

berikut :
Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan
No | Tujuan/Sasaran Indikator % Program/ Kegiatan Indikator % Menunjang/
Kinerja Capaian Kinerja Capaian Tidak
menunjang |
1. | Meningkatnya Nilai 97,96% | Program Persentase -45,32 Tidak
Pertumb.uhan Realisasi Pengembangan peningkatan menunjang
Investasi dan Usaha | nyestasi Iklim Penanaman investasi di
gz;cilafsstgr?ar;dan PMA dan Modal kabupaten /kota
’ PMDN Jumlah nilai 120,80 Menunjang
(Triliun) investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Jumlah investor 56,58 Menunjang
berskala nasional
(PMDN/PMA)
Kenaikan / 118,63 Menunjang
penurunan Nilai
Realisasi PMDN
Program Promosi Jumlah Kegiatan 100,00 Menunjang
Penanaman Modal Promosi
Penanaman
Modal Yang
Diselenggarakan
Nilai Minat 468,92 Menunjang
Investasi
Berdasarkan
Lokasi dan Sektor
(Triliun)
Program Pelayanan | Rasio daya serap 186,49 Menunjang
Penanaman Modal tenaga kerja
Persentase 102,56 Menunjang
Jumlah Perizinan
dan Non
Perizinan Yang
diterbitkan
Nilai Indeks 104,32 Menunjang
Kepuasan
Masyarakat
Program Persentase PMA 112,04 Menunjang
Pengendalian dan PMDN Yang
Pelaksanaan Dapat
Penanaman Modal Dimonitoring
Secara Berkala
Program Persentase Data 100,00 Menunjang
Pengelolaan Data dan Informasi
Dan Sistem Yang
Informasi Dimutakhirkan
Penanaman Modal
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Tujuan/Sasaran | Indikator % Program/ Kegiatan Indikator % Menunjang/
Kinerja Capaian Kinerja Capaian Tidak
menunjang |

2. | Meningkatnya Capaian A Program Penunjang Capaian SAKIP 100,00 Menunjang

Akuntabilitas Publik SAKIP Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah

dan Kepuasan Daerah

Masyarakat Kabupaten/Kota

terhadap Indeks Sangat IKM 100,00 Menunjang

Penyelenggaraan Kepuasan Baik

Pemerintahan Masyarakat

Daerah melalui

penerapan SPBE

Sumber : DPMPTSP, 2025.

berdasarkan tabel diatas, seluruh program menunjang tercapainya
target sasaran kinerja yang pertama yaitu Meningkatnya
Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN dan Sasaran kedua
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan

SPBE dengan deskripsi aspek penunjang sebagai berikut:

Analisis tingkat capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan
pada setiap urusan penanaman modal dan urusan penunjang
penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang

telah dilakukan selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN
Deskripsi sasaran:

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di
Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi
adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman
modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur,
stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial)
ketersediaan informasi yang jelas, akurat tentang peluang investasi
di Kabupaten Purwakarta, kapasitas pelaku usaha dalam
pelaksanaan perizinan berusaha melalui Sistem Informasi serta
kapasitas pelaporan penanaman modal yang dapat menunjang

kepatuhan pelaku usaha.
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Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan

investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan
dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing
investasi melalui inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan
dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin
kenyamanan bagi investor untuk menjalankan wusahanya di
Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang
telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan guna
mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai

realisasi investasi yaitu;

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1) Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bertujuan
untuk menganalisis kebijakan apa saja yang dapat diberikan
kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas /
insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk
menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada
daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan
pajak/retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal
dan sebagainya. Pada Tahun 2024 telah diundangkan Peraturan
Daerah No.2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha serta Kajian Akademis Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Permasalahan :

-  Belum diundangkannya Peraturan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal dikarenakan terkendala waktu pembahasan di legislatif,
sehingga pemberian insentif dan kemudahan penanaman

modal belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan daerah.

i .



<3
N\ N
DPMPTSP
PURWAKARTA
Solusi:

- Telah dibuat Naskah Akademis dan Draft Raperda Mengenai

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal. Pemberian kemudahan hanya untuk perizinan

berusaha berdasarkan aturan NSPK Kementerian.

2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota,
bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil
investasi di Kabupaten Purwakarta yang akan ditransformasikan
dalam bentuk informasi digital pada laman  website

(https://investasi.purwakartakab.go.id), serta dapat dijadikan

bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di

Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2024 data peta potensi telah

mengalami penambahan data peta untuk memudahkan investor

mengakses informasi penanaman modal.

Permasalahan :

- Peta potensi digital belum dapat terakses maksimal oleh calon
investor

Solusi:

- Telah dibuat proyek investasi atau Investment Project Ready To

Offer untuk menjadi bahan promosi ke investor.

3) Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis Risiko
merupakan kegiatan dalam pemberian rekomendasi/saran teknis
kepada pimpinan terkait kebijakan sektor usaha yang terdampak
dari kebijakan pemerintah daerah.

Permasalahan :

- Adanya disharmoni peraturan terkait investasi di lahan LP2B.

Solusi:

— Telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peraturan terkait
Kebijakan tata ruang, pemanfaatan lahan sawah dan

rekomendasi regulasinya.
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b. Program Promosi Penanaman Modal
Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi
Penanaman Modal adalah :
1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Permasalahan :

- Penyusunan strategi promosi belum pentahelix.

Solusi:

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dilaksanakan
oleh Tim Peningkatan Investasi Daerah, bertujuan untuk
melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling
efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman
modal, terutama dalam penguatan image Kabupaten

Purwakarta sebagai tujuan investasi.

2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota,

Permasalahan :

- Anggaran promosi investasi dengan cara melaksanakan
pameran belum terpenuhi.

Solusi:

- Pada Tahun 2024 dilaksanakan promosi dengan mengikuti
ajang Investment Award untuk mempromosikan IPRO dan
dalam upaya peningkatan profil kawasan industri menjadi
lebih berkembang telah dibuat video profil investasi untuk
dilakukan promosi melalui media sosial dengan meningkatkan

engagement media sosial.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan
Penanaman Modal adalah:
1) Penyediaan Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
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- Implementasi Pelayanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Permasalahan :

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum maksimal.

Solusi:

a. Dilaksanakan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Bale
Madukara dan Teras Madukara yang terdapat pada S (lima)
kecamatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach
(OSS RBA). Selain itu dilaksanakan pelayanan sampai tingkat
desa yang diutamakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Tahun 2024 telah dilaksanakan Gebyar NIB di semua
kecamatan untuk para pelaku UMKM agar semakin mudah
mengakses sumber pembiayaan baik perbankan maupun non
bank. Selain itu, kemudahan dalam mendapatkan fasilitasi
bagi pengembangan UMKM  seperti sertifikat halal dan
PIRT. Selama tahun 2024 telah terbit sebanyak 39.862 NIB
dari target 19.582 NIB. Salah satu aspek penting NIB adalah
dapat selaras dengan upaya untuk menurunkan kemiskinan
dan pengangguran dengan cara meningkatkan legalitas usaha
mikro, kecil, dan menengah agar usahanya dapat dipercaya
oleh perbankan dan mitra bisnis. Tugas pemerintah adalah
menciptakan atmosfernya serta menciptakan ekosistemnya.

b. Mendorong pelaksanaan percepatan proses Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG).

c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan
kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak
ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Hasil survey
kepuasan masyarakat memberikan indeks kepuasan sebesar

96,5 dengan predikat sangat baik.
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2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal.
Permasalahan :
- Implementasi OSS belum maksimal
Solusi:
- Dilaksanakan koordinasi terjadwal serta pembahasan
persetujuan perizinan berusaha oleh Tim Penataan Ruang yang

dipimpin langsung Sekretaris Daerah.

3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan
Non Perizinan.

Permasalahan :

- Pelaku wusaha belum mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan proses perizinan berusaha melalui OSS RBA
dan Pengaduan Masyarakat

Solusi:

- Dibuat tenan Klik Penanaman Modal dan Pengaduan
Masyarakat di MPP Bale Madukara. kegiatan ini bertujuan
untuk memastikan layanan perizinan berusaha dan non
perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai norma, standar,
prosedur dan kriteria. Selain itu disediakan pula sarana
pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan,
baik secara online maupun offline, sebagai sarana evaluasi dan

pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung oleh
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Adapun Kegiatan yang
mendukung pencapaian Program  Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal adalah:
1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
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- Pelaku wusaha tidak dapat menyesaikan permasalahan

Permasalahan :

penanaman modalnya karena keterbatasan waktu dan akses.

Solusi:

- Forum Penyelesaian Masalah, kegiatan ini dilaksanakan untuk
mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi
oleh pelaku usaha serta menyelesaikan permasalahan yang
timbul akibat adanya beberapa permasalahan penanaman
modal. Berdasarkan hasil forum penyelesaian masalah
terselesaikan masalah penanaman modal sebanyak 85

kegiatan usaha.

2) Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha.

Permasalahan :

- Pelaku usaha belum mampu melaksanakan pelaporan kegiatan
penanaman modal dan implementasi perizinan berusaha.

Solusi:

- Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaporan
kegiatan penanaman modal saat ini dilaksanakan secara
elektronik melalui sistim informasi yaitu OSS RBA, SIMBG,
SiCantik dan Gaspol, karenanya diperlukan peningkatan
kapasitas bagi pelaku usaha untuk dapat menjalankan Sistim
secara baik dan benar. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) adalah kewajiban yang harus dilaporkan oleh pelaku
usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
secara berkala. LKPM membantu pemerintah dalam memonitor
perkembangan investasi, realisasi proyek, serta kendala yang
dihadapi oleh investor di lapangan. Oleh karena itu,
pemahaman mendalam tentang tata cara penyusunan LKPM
menjadi sangat penting bagi pelaku usaha. Bimbingan Teknis
ini meliputi pelatihan proses perizinan berusaha dan
penyusunan LKPM yang bertujuan untuk memberikan

panduan yang komprehensif kepada pelaku usaha, agar dapat
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mengoperasikan sistem perizinan dan menyusun laporan

penanaman modal dengan benar, sesuai regulasi terbaru, serta
menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kesalahan
administrasi penanaman modal. Melalui pelatihan ini, pelaku
usaha diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan
kepatuhan dalam melaporkan kegiatan usahanya. Tahun 2024
telah dilaksanakan Bimtek sebanyak 3 kali dengan total pelaku
usaha yang mengikuti sebanyak 420.

3) Pengawasan Penanaman Modal

Permasalahan :

- Pelaku usaha tidak patuh terhadap peraturan perundangan

Solusi:

- Pembinaan dan pemantauan kegiatan penanaman modal
melalui Pengawasan Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini
mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi
penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di
wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan
analisa data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
melalui Sistim OSS RBA sehingga tersedia data investasi yang
akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka
memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.
Pengawasan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi
pelaksanaan atas realisasi penanaman modal dan
implementasi perizinan berusaha, kesesuaian antara jenis
perizinan berusaha yang dimiliki oleh perusahaan dengan
pelaksanaan di lapangan, serta peraturan perundangan dari
perizinan berusaha yang dimiliki oleh suatu Perusahaan.
Pengawasan mempunyai fungsi utama dalam mengawasi
kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman

modal, termasuk didalamnya kepatuhan terhadap pelaporan
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penanaman modal (LKPM). Pengawasan penanaman modal

dilaksanakan dengan tiga jenis kegiatan:

1. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan.

2. Pelaksanaan inspeksi lapangan.

3. Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Permasalahan :

- Data dan Informasi penanaman modal belum tersaji maksimal.

Solusi:

Peningkatan kapasitas server di Lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mendukung

terlaksananya pelayanan penanaman modal.

1) Penyusunan Pelaporan Realisasi Investasi dan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha, bertujuan untuk memberikan data yang
akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan
penanaman modal.

2) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip
perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, bertujuan
untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan
arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu
proses pencarian arsip apabila diperlukan.

3) Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diperlukan data
dan informasi wuntuk mendukung terhadap Penilaian
penyelenggaraan PTSP, PPB, Evaluasi pelayanan publik terkait
kepatuhan pelayanan dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP.

4) Pengembangan Sistem Informasi pendukung OSS RBA yaitu
Perizinan Gawai Administrasi Perizinan Online (GASPOL) dan

Pengembangan Website.
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Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

melalui penerapan SPBE.

1. Capaian SAKIP
Permasalahan
Pelaksanaan sistem SAKIP belum maksimal
Solusi
Penegakan akuntabilitas kinerja berbasis sistem (e-Kinerja).
Capaian SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Hasil
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diperoleh
nilai kumulatif sebesar 91,25 dengan predikat AA (Sangat
Memuaskan). Terdapat penurunan dari tahun sebelumnya
sebesar 0,15 poin dari tahun 2022 dengan nilai 91,40 Adapun
rincian perolehan nilai SAKIP Tahun 2023 berdasarkan masing

masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen Nilai

Perencanaan Kinerja 27,00
Pengukuran kinerja 28,50
Pelaporan Kinerja 15,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,75

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari
sistem pengelolaan kinerja, sistem penganggaran dan evaluasi
kinerja, dalam pelaksanaannya harus selaras dengan
pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini,
setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap
pelaksanaan pengelolaan kinerja dan penggunaan keuangan
negara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tahun
2024 dengan upaya penegakan akuntabilitas yang telah

dilaksanakan, diharapkan masih dapat dipertahankan.
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2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Permasalahan :

Pelayanan publik tidak terukur. Pelayanan publik merupakan
hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang
berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan
berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis.
Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung
jawab yang melekat (inherent responsibility) pada Pemerintah.
Kualitas pelayanan (service quality) merupakan aspek penting
dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh
beberapa aspek, yaitu: Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya
Manusia, dan Keuangan.

Solusi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan
masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas
pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat
akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan
yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut
pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat.
Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah
yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut
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dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan.
Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas
pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di
Kabupaten  Purwakarta adalah  memberikan layanan
administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten
Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung
terlaksananya kegiatan penanaman modal. Adapun pencapaian
indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun
2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
Gambar 2.2

Tangkapan layar Indeks Kepuasan Masyarakat

I 889 RALLL I,
889
. 96.5

l’l||\‘

268

Sumber : DPMPTSP, 2025.
Grafik 1.2
Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2020-2024
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Sumber : DPMPTSP, Tahun 2024.

71



3.2.

i<

\ %
(o
Pada Tahun 2024, dari target nilai IKM predikat Sangat baik
tercapai nilai IKM dengan predikat Sangat Baik atau tercapai
100% dari target. Berdasarkan hasil analisis data terhadap
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat disimpulkan
bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan IV diperoleh
indeks sebesar 96,5 poin yang dapat dikategorikan sebagai
kategori Sangat Baik.

REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas
capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran
perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi
data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek
keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi
anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok
organisasi serta tugas-tugas lainnya. Pengelolaan Anggaran yang
efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan
dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena anggaran
memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan
kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, efektivitas dalam pengelolaan anggaran
berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang
paling optimal. Tujuan utama penganggaran adalah untuk
membiayai kegiatan pemerintah, termasuk penyediaan barang
dan jasa publik, belanja pegawai dan pelayanan publik.
Efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur dari sejauh mana
tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, harus
memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap
sektor dan program memiliki dampak positif yang nyata dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas

anggaran adalah dengan melakukan perencanaan yang matang.

Perencanaan adalah yang baik merupakan dasar bagi penentuan

alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan yang

diinginkan. Dalam perencanaan anggaran, pemerintah harus
mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik
yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran juga dapat
ditingkatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat
umum. Partisipasi publik yang baik dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat membantu
memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran. Pengawasan dan evaluasi yang efektif juga harus
dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa anggaran
digunakan sesuai dengan kebutuhan dan mencapai hasil yang
diharapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai
pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan
keuangan telah dilaksanakan sesuai tata kelola penatausahaan,
yaitu sesuai dengan prinsip bahwa:

a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Kerja.

b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan
tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu
tahun 2024.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2024, terdapat 6 (Enam)

program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran belanja

sebesar Rp. 14.328.811.989,- sebagaimana terlihat pada Tabel

berikut ini :
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Tabel 3.10

Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2024
No. Program Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran
(1) (2) (3) (4) ()
1. Program Pengembangan | Persentase 5,6 139.816.750

Iklim Penanaman Modal | peningkatan
investasi di
kabupaten/kota
(Persentase)

Jumlah nilai 6,73
investasi berskala
nasional
(PMDN/PMA)
(Triliun)

Jumlah investor 730
berskala nasional
(PMDN/PMA)

Kenaikan / 28,5
penurunan Nilai
Realisasi PMDN

(Persentase)
2. Program Promosi Jumlah Kegiatan 2 32.696.000
Penanaman Modal Promosi

Penanaman Modal
Yang
Diselenggarakan

Nilai Minat 7,4

Investasi
Berdasarkan

Lokasi dan Sektor

(Triliun)
3. | Program Pelayanan | Rasio daya serap 18,5 135.000.000
Penanaman Modal .
tenaga kerja
(Persen)

Persentase Jumlah 94,58
Perizinan dan Non
Perizinan Yang

diterbitkan

(Persen)
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Nilai Indeks 92,5
Kepuasan
Masyarakat (Poin)
Program Pengendalian | Persentase PMA 7,14% 585.147.000
Pelaksanaan
Penanaman Modal dan  PMDN  Yang
Dapat Dimonitoring
Secara Berkala
Program Pengelolaan | Persentase Data 100% 142.857.100
Data Dan Sistem .
. dan Informasi Yang
Informasi Penanaman
Modal Dimutakhirkan
Program Penunjang | Capaian SAKIP AA 13.343.295.139
Urusan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah
IKM Sangat
Baik
Jumlah 14.328.811.989
Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
o A
No Program Anggaran Realisasi AaCa;lpala
1 | Program Penunjang Urusan | ;5 556 778,630 | 12.567.669.674 | 94,59
Pemerintah Daerah
Perencanaan, Penganggaran
1 dan Evaluasi Kinerja 43.334.000 42.889.800 98,97
Perangkat Daerah
p | Administrasi Keuangan 7.435.754.415 |  6.936.143.901 | 93,28
Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik
3 Daerah Pada Perangkat 20.000.000 15.850.000 79,25
Daerah
Administrasi Kepegawaian
4 181.881.750 165.363.250 90,92
Perangkat Daerah
5 | Administrasi Umum 697.105.804 644.374.062 | 92,44
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik
6 Daerah Penunjang Urusan 852.620.760 850.549.645 99,76
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang
7 Urusan Pemerintahan Daerah 3.210.421.410 3.099.921.751 96,56
Pemeliharaan Barang Milik
8 Daerah Penunjang Urusan 845.660.491 812.577.265 96,09
Pemerintahan Daerah
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124.074.000

84,79

Penetapan Pemberian
Fasilitas /Insentif Di Bidang
Penanaman Modal yang
menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

126.333.259

111.791.700

88,49

10

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten /Kota

20.000.000

12.282.300

61,41

III

Program Promosi
Penanaman Modal

32.696.000

29.539.600

90,34

11

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

32.696.000

29.539.600

90,34

v

Program Pelayanan
Penanaman Modal

135.000.000

119.257.530

88,34

12

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
Pintu bidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

135.000.000

119.257.530

88,34

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

585.147.000

527.593.730

90,16

13

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

585.147.000

527.593.730

90,16

VI

Program Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

142.857.100

142.389.600

99,67

14

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

142.857.100

142.289.600

99,67

JUMLAH

14.328.811.989

13.510.524.134

94,29

Sumber : DPMPTSP, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja
keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 sebesar 94,29%.
Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah
diuraikan di atas, kemudian telah di ukur tingkat efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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A%
C:
Penghargaan
Pencapaian Tahun 2024 diikuti dengan penerimaan penghargaan atas
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, penghargaan yang diterima

diantaranya :

1. Peringkat ke-2 Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tahun 2024.

Penghargaan ini
diberikan langsung
oleh Pj. Gubernur
Jawa Barat bapak
Bey Machmudin,
| pada Gebyar

- Pelayanan  Terpadu
tahun 2024 yang diselenggarakan di seluruh Jawa Barat, termasuk
di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kantor Kecamatan
Purwakarta.

Pencapaian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan mendorong kemudahan berusaha di
Purwakarta.
2. Pemenang dalam “West Java Investment Challenge”.
Kabupaten Purwakarta
berhasil menjadi salah satu
pemenang dan meraih
penghargaan dalam
Investment Challenge, pada

WJIS tahun 2024 sebagai

"Best Investment Project for
Basic Needs & Social Welfare'. Kabupaten Purwakarta berhasil
menjadi salah satu pemenang dan meraih penghargaan dalam
Investment Challenge, pada WJIS tahun 2024 sebagai "Best

Investment Project for Basic Needs & Social Welfare". Penghargaan
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tersebut diberikan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey
Machmudin kepada Pj. Bupati Kabupaten Purwakarta Benni Irwan
yang pada kesempatan tersebut didampingi Kepala DPMPTSP
Hariman Budi Anggoro, ST,.MT.
Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat bekerjasama
dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dalam
rangka penggalian potensi dan peluang investasi di Kabupaten/Kota
serta pemerataan realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat.
West Java Investment Summit ke-6 tersebut menjadi ruang untuk
memberikan informasi potensi dan peluang investasi serta ajang
bagi pemangku kebijakan untuk menampilkan seluruh potensi
investasi dalam bentuk visual agar calon investor dapat melihat

posisi dan profil proyek dengan lebih detail dan jelas

3. Top 5 Project Investment Challenge tahun 2024

West Java Industrial Meeting mengusung tema "Meningkatkan

Kinerja Sektor Ekonomi Berdaya Ungkit Tinggi Guna Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang
Berkelanjutan", yang diadakan oleh Bank
Indonesia dan Pemerintah Provinsi dengan

tujuan untuk memperkuat sektor ekonomi di

Jawa Barat melalui sinergi antara pemerintah
dan pelaku industri. Pada momen tersebut
juga sekaligus pemberian penghargaan kepada
Top S Project Investment Challenge tahun 2024
salah satunya Kabupaten Purwakarta yang berhasil meraih

penghargaan tersebut.
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4. Juara 2 dalam Anugerah Purwakarta Dalam Inovasi (PADI) tahun

2024
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta meraih juara 2 dalam Anugerah

Purwakarta Dalam Inovasi
(PADI) tahun 2024 yang
diselenggarakan oleh Badan
Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda)
Kabupaten. Acara ini
bertujuan untuk
mendorong perangkat

daerah meningkatkan inovasi dan pelayanan, serta mendorong
penerapan Good Government. Inovasi GASPOL (Gawai Administrasi
Perizinan Online) dari DPMPTSP Purwakarta berhasil meraih
penghargaan berkat kemampuannya dalam efisiensi waktu dan
biaya, meningkatkan transparansi, serta memudahkan monitoring
dan pelaporan. Selain itu, aplikasi GASPOL yang stabil, cepat, dan
responsif juga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan

dengan lebih nyaman.

5. Penghargaan Ombudsman RI Tahun 2024

DPMPTSP Kabupaten
Purwakarta menerima
penghargaan dari
¢ ' Ombudsman RI atas

pencapaian dalam pelayanan
‘ publik terbaik dengan kategori
A dan nilai 95,76.

Penghargaan diserahkan oleh
Sekretaris Daerah Kab. Purwakarta Norman Nugraha pada apel
pagi bertempat di Taman Maya Datar.
Di tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah
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masuk zona hijau dalam pemberian pelayanan publik. Tentunya

terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.

6. Penataan Arsip Terbaik Ke-2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta, berhasil meraih piagam penghargaan
3B Penataan Arsip Terbaik
ke-2 antar Organisasi
Perangkat Daerah se
Kabupaten Purwakarta,
yang dilaksanakan oleh
Dinas Arsip dan

Perpustakaan Kabupaten

Purwakarta. Prestasi ini
merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh tim
dalam memastikan pengelolaan arsip yang tertib, rapi, dan sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Penghargaan ini juga menjadi
motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan mempertahankan
bahkan meningkatkan kualitas penataan arsip di masa

mendatang.

7. Juara I LCCA

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta berhasil meraih juara 1 dalam
Lomba Cerdas Cermat
Aparatur (LCCA) antar
Perangkat Daerah Se-
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024. LCCA tahun
. 2024 dalam rangka Hari Jadi

;__ Kota Purwakarta ke-193 dan

Kabupaten Purwakarta ke-56
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8. Terbaik Ke-2 Pencapaian Persentase Capaian NIB Se-Jawa Barat.

5 Capaian Tebesar Penerbitan NIB

@ Kota

Kah.
Purwakarta

232.30%

187.16%

Kab.

Karawang

Kab.
Sumedang

130.60%

1
S
L]
Kab. e 128.11%

Cianjur

9. MPP Bale Madukara sebagai Mal Pelayanan Publik Kategori Prima
berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 661 Tahun 2024 Hasil
Evaluasi MPP Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik Tahun 2024.
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PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu tahun 2024.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut di dalamnya
memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan
perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja kegiatan dan
evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil
evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting
dilakukan, karena dalam tahapan pengelolaan kinerja tersebut adalah
untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan telah konsisten dengan

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purwakarta dalam melaksanakan Program kerja urusan penanaman
modal dapat dinyatakan berhasil, karena capaian kinerja rata-rata

terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan

nilai Capaian Kinerja Organisasi melampaui 100%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan dengan capaian
94,29%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek
pencapaian kinerja DPMPTSP termasuk dalam kategori Sangat Baik
dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang Efektif
dan Cukup Efisien.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan

pada bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator target kinerja utama dan indikator kinerja kunci agar
lebih berorientasi hasil;

2. Perlu melakukan penyesuaian terhadap indikator target kinerja

yang capaiannya telah melebihi target;
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3. Belum maksimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman

pencapaian indikator target dalam hal pengelolaan kinerja pada
sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi, sehingga
berdampak terhadap capaian output dan target kegiatan dan sub
kegiatan.;

Melakukan penyesuaian perjanjian kinerja agar selaras dengan
sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi dan jika terjadi
perubahan kebijakan anggaran (refocusing atau automatic
adjustment) agar dibuat penyesuaian Perjanjian Kinerja;

Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk
kebutuhan pengukuran dan evaluasi kinerja, sehingga berdampak
terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap progres capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk
mengantisipasi adanya kendala dalam upaya pencapaian tujuan;

Menguatkan pemahaman kepada seluruh pegawai terhadap target
kinerja dalam perjanjian kinerja termasuk terhadap formulasi
perhitungan target sebagai upaya keselarasan dalam pencapaian
target kinerja.

Purwakarta, 28 Pebruari 2025

N AT S

“ Har man“%um Anggoro, S.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/Db)
NIP. 19790605 200501 1 013
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